
 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG 

PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA BIDANG 

PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA DEPOK, 

 

 

 
WALI KOTA DEPOK 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK 

NOMOR 2  TAHUN 2018 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kemudahan berusaha 

bagi pelaku usaha di bidang perdagangan, telah 

diterbitkan Peraturan Menteri Perdagangan                    

Nomor: 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 

36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin 

Usaha Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor: 08/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan                                                      

Nomor: 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang 

Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan; 

  b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pendaftaran 

ulang bagi Perusahan yang telah memiliki Surat Izin 

Usaha Perdagangan tidak diperlukan lagi dan timbulnya 

kewajiban kepada Pemilik Perusahaan untuk melakukan 

pendaftaran kembali Tanda Daftar Perusahaan dengan 

besaran biaya administrasi Rp0,00 (nol rupiah); 
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c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi 

penyelenggaraan  Surat Izin Usaha Perdagangan dan  

Tanda Daftar Perusahaan, maka  Peraturan Daerah 

Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan 

dan Pendaftaran Usaha Bidang Perindustrian dan 

Perdagangan, perlu dilakukan penyesuaian; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan dan Pendaftaran Usaha 

Bidang Perindustrian dan Perdagangan; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang  Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib 

Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3214); 

 

 

 

 

 

 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 


